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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penuli-
san Skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 Tahun 1987/ No. 0543
b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut

1. Konsonan

No.| Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i alif = Tidak dilambang-
kan

2 g ba’ b -

3 N ta” t -

4 . sa 5 s titik atas
5 zi/ Jim J =

6 E:: ha” h h titik bawah
7 E:‘ kha” kh =

8 b) dal - d -

9 3 zal | Z z titik atas
10 D ra’ r -

11 u} zai i -

12 L)A sin 8 -

13 (_jh syin sy -




14 P sad S s titik bawah
15 e dad d d titik bawah
16 LD ta’ £ t titik bawah
L7 15 za’ z z titik bawah
18 E; "ain ' koma terbalik
19 (C, gain a -

20 o fa’ f .

21 \_5 aaf q -

22 \:j kaf k -

23 ul lam 1 =

24 Y“ mim m -

25 @) nur 1 -

28 D wawu W -

27 D ha~ h -

28 s hamzah . - 4B apostrof

29 g? va’ v -
2  Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

%

Y ™

O NASUA ditulis muta’aqgidain
< (A
BN {Jitulis "iddah
Ta® marbutah diakhiri kata.

a. bila mati ditulis h
4/, -

A4S Jitulis hibbah

4’-- /‘ﬂ ’
Aejﬁj ditulis jizyah
b. Bila dihidupkan karena berangkal dengan kata

ditulis t

[
O

AN 426 ditulis ni matullah

s

L%

lain



PG 0l P
b)«]a_}“ OK_;, ditulis zakatul-fitrah
). :

Vokal Pendek.

~ (fathah) ditulis a

(kasrah) ditulis i

(dammah) ditulis u

Vokal Panjang.
a. fathah + alif, ditulis a

an e
A2 e~ ditulis jahiliyyah

b. fathah + ya“” mati, ditulis a
s

‘Mh__.ngHﬁ ditulis yas-a

c. kasrah + ya® mati, ditulis i
e a2 “

Iz

ditulis majid

d. dammah + wawu mati, ditulis u
1})_

“au_,;;ode ditulis furﬁq

Vokal-vokal Rangkap.

a. fathah + ya® mati, ditulis ai

I s

ditulis bainakum
b. fathah + wawu maEi, ditulis au
_UJ:)‘E' ditulis gaul
Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan apostrof.

g $er
- 411 ditulis a’antum
w2 | ditulis u”iddat
Y LAY &
6} 5 Y ditulis la’in syakartum

Kata sandang Alif + Lam.

a. Bila diikuti huruf gammariyyah ditulis al-

Flar. _
\h__;J‘ | ditulis al-Qur°an

- ‘7 _
kj;Lh__;ﬂl ditulis al-Qiyas
Y

vii



b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-

gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta

menghilangkan huruf l-nya

2~ <
*LAu—adéjl ditulis as-sama’

-
el
\M_,)”JNJ ditulis asy-syams

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan Jjuga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kali-
mat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka
vang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan
menulis penulisannya.

LﬁagzyiLiéé. ditulis zawil-furud atau zawi al-furtd

?{ TJLJ:AI ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bhentuk kehidupan keluarsga esebaiknya terjadi
melalui suatu perkawinan vang =ah. Perkawinan juga merupa-
kan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagail
suami dan isteri berdasarkan hulkum (undang-undang), hukum

3 F 2
1) FPria dan wanita

agama atau adat iztiadat vang berlaku.
diciptakan cocara berpasang-pasangan  sehingga antara
keduanva saling tarik menarik. kemudian kawin. Proses ini
mempunvai dua aspek. vaitu aspek biologis agar manusia
dapat melanjutlkan keturunan. dan aspek afeksional agar
manusia merasa tenang dan bahagia serta sejahtera berda-
aarkan kasih eayang.g'

Perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi
kebutuhan biologis dan materi. melainkan vang utama adalah
pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional. yvaitu kebutu-
han untulk saling mencintai dan dicintai, rasa kasih sa-
vang. rasa aman dan terlindung. juga dihargai dan dihor-

mati. Sehingga apabila suatu perkawinan didasarkan pada

premenuhan kebutuhan biologis semata maka dengan bertambah-

b Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan., Pasal 1 dan 2 Avat (1).

~

<) Dua aspek ini merupakan maksud pensyari’atan per-
kawinan yang tersurat_dalam firman Allah SWT. _pada Az-
Zarivat (51) : 49, Ar-Rum (320) : 21 dan Asy-Syura (42) :
L]

et .

—=
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nya usia, ikatan perlkawinan itu dimungkinkan akan rapuh,
karena kondisi fisik biologis manusia semakin bertambah
usia, akan semakin berkurang dava fungsinya. Demikian
halnya bila didasarkan pada pemenuhan kebutuhan materi
éaja, Juga tidak akan menjamin tercapainya suatu kebaha-
giaan dalam suatu ikatan perkawinan. Namun bila ikatan
prerkawinan tersebut didasarkan pada ikatan afeksional
sebagai pilar utama, maka kebahagiaan hidup bersama dalam
keluarga yang diidamkan itu akan dihayati relatif kekal.a)

Untuk itu, calon suami isteri hendaknya melakukan
persiapan sebelum memasuki hidup berumah tangga, sehingga
apa yang menjadi harapan dan tujuan perkawinan dapat
didekati secara terencana. Persiapan sebelum memasuki
gerbang perkawinan itu meliputi kesiapan mental dan kesia-
pan Jasmani termasuk didalamnya kesiapan ekonomi sebagai
penopang hidup berumah tangga nanti. Kesiapan-kesiapan itu
penting bagi calon suami ataupun isteri, karena dalam
suatu proses kehidupan bersama dalam sebuah keluarga dan
masyarakat tidak akan sunyi dari cobaan-cobaan, tantangan
dan problem kehidupan. Karena itulah maka kesiapan diri,
baik mental maupun fisik dari calon suami dan isteri

sangatlah menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga.4)

3) Dadang Hawari, Al1-Qur an. Ilmu Kedokteran Jiwa dan

Kesehatan Jiwa, cet. 3, (Yogyvakarta : PT. Dana Bhakti
Prima Yasa, 1997). hlm. 208-209.
4)

Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, Ajaran Islam
f331PEn€§ggulangan Perkawinan Usia Muda. (Jakarta : ttp.,
) 5 m.



Undang-undang tentang perkawinan maupun Hukum Islam
dengan Jjelas telah memberikan aturan dan tata cara per-
kawinan yang baik dan benar, tidak lain dengan tujuan
tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tercapai kemasla-
hatan dalam mengarungi hidup dalam rangka beribadah melak-
sanakan syari’at Allah SWT.

Berkaitan dengan persiapan perkawinan vyang meliputi
kesiapan mental dan Jjasmani termasuk ekonomi, dalam Un-
dang-undang Perkawinan telah disebutkan dan tersirat dalam
Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 6 Ayat (2)
dan Pasal 7 Ayat (1). Dalam pasal tersebut ditentukan
batasan wusia untuk melangsungkan perkawinan, vaitu bagi
pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)

tahun.5)

Pertimbangan yang dipakai oleh UU Perkawinan
dengan batasan usia tersebut adalah untuk menjaga keseha-
tan suami-isteri dan keturunan. Namun demikian bagi vyang
belum mencapai usia tersebut di atas, diberikan dispensasi
kawin oleh Pengadilan Agama dalam bentuk Penetapan Dispen-
sasi Kawin, sehingga mereka dapat melangsungkan perkawi-

nan.S)

5) Undang-undang FRepublik Indonesia No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Pasal 7 Avat (1).

6) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pasal 7 Avat (2).



Pada aturan tentang dispensasi kawin tersebut, dapat
dipahami bahwa syarat batasan usia kawin tidak mutlak atau
secara kaku dilaksanakan sebagai syarat sahnya suatu
perkawinan. Begitu pula Hukum Islam pun tidak menentukan
batasan usia secara numeratif sebagai syarat untuk dapat
melangsungkan perkawinan., dalam Hukum Islam hanya ditentu-
kan secara kualitatif dan fleksibel dalam konsep syarat
telah balig dan istita’ah untuk kawin. Sehingga menurut
Undang-undang Perkawinan, bagi mereka yang telah mendapat
dispensasi kawin dari Pengadilan Agama., meskipun wusia
mereka masih di bawah ketentuan tersebut di atas akan
dapat melangsungkan perkawinan dengan sah.

Hal vang demikian itu, dimungkinkan | memberikan
peluang bagi pria dan wanita yang belum mencapai wusia
kawin sebagaimana tersebut dalam UU dan ingin segera
melaksanakan perkawinan. Berdasarkan alasan-alasan vyang
melatarbelakangi kehendak mereka, mereka dapat mengajukan
permohonan dispensasi kawin sehingga dapat melangsungkan
perkawinan.

Sedang baik dalam al-Qur an maupun beberapa penjela-
san dari penelitian tentang perkawinan usia muda, di bawah
16 tahun dan atau 19 tahun. telah memberikan rambu-rambu
sebagai peringatan tentang kemadaratan yang mungkin timbul
bila melangsungkan perkawinan masih dalam usia muda. Al-
Qur an menyvebutkan antara lain peringatan bagi mereka yang
gagal membina rumah tangganya akan menghadapi tuntutan,

sebagaimana firman Allah SWT



By, 30 S’K)‘“’w{ VANSCIRN e AL
e e A Gl 2505 bty i)

7)

ol lidie 1055 ks o 19529 o ks
b 23 hyady a2 s e

Selain pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami

8)

isteri dan menjaga keturunan,g) Undang-undang tidak menga-
tur secara jelas dan tegas tentang alasan atau pertim-
bangan lain untuk menentukan yang manakah calon suami
isteri yang dapat diberikan kepada mereka suatu penetapan
dispensasi kawin dan mana yang tidak.

Sedang pada kasus permohonan dispensasi kawin di PA
Wates, masih terdapat pihak pemohon dispensasi kawin vang
mendasarkan pada alasan-alasan atau hal-hal yang melatar-
belakangi mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi
kawin, yang menurut asumsi sementara Penyusun, alasan-
alasan tersebut tidak berpijak dari permasalahan tentang
tidak terpenuhinya batasan usia, misalnya ; karena pihak

wanita, calon isteri sudah terlanjur berhubungan badan

7) At-Tagabun (64) : 14.
8) An-Nisa’ (4) : 9.
9) Lihat pada Penjelasan Undang-undang Republik

Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal
Ayat (1).



bahkan hamil, atau karena sangat ingin segera menikah Jjuga
dapat karena adanya paksaan dari orang tua dan lain-
lain.1O)

Dengan demikian Hakim di Pengadilan Agama Wates yang
melaksanakan sidang Penetapan Dispensasi Kawin dituntut
untuk dapat mempertimbangkan secara selektif dan akurat
terhadap alasan-alasan dan keterangan yang diberikan pihak
pemohon dispensasi kawin sebelum diberikannya suatu Pene-
tapan Dispensasi Kawin, sehingga diharapkan calon suami-
isteri yang mendapat penetapan dispensasi kawin akan
terjamin kemaslahatan hidup rumah tangga mereka.

Praktek di 1lapangan, yaitu di Pengadilan Agama
Wates, Kabupaten Kulon Progo, menunjukkan bahwa kasus
permohonan dispensasi kawin yang diajukan, seluruhnya
diterima dan diberikan suatu penetapan, sedangkan per-
timbangan vyang digunakan hakim dalam s8idang merupakan
kebijaksanaan hakim yvang memimpin atau melaksanakan sidang
penetapan dispensasi kawin. Tentunya setelah mereka men-
dengar dan mencermati dari alasan-alasan yang disampaikan
oleh pihak pemohon untuk menyimpang dari ketentuan batasan
usia kawin.

Pertimbangan-pertimbangan para hakim tersebut belum

tentu sama antara satu dengan yang lain, hal ini terjadi

10) Hasil wawancara Penyusun dengan Bapak Aminulloh,
SmHk . , Kepala Urusan Permohonan PA Wates dalam observasi
pepe%ég%an pendahuluan di PA Wates pada tanggal 26 Pebru-
ari .
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bukan hanya karena kasusnya yang berbeda, dalam kasus yang
sama pun dapat terjadi perbedaan pertimbangan hukumnya.
Hal ini terjadi disebabkan tidak adanya petunjuk pelaksa-
naan atau aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam
menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin, sehingga
hakim harus dapat memberikan pertimbangan secara selektif-
yuridis sesuai dengan aturan (peraturan perundang-undan-
gan) vang telah ada dengan tidak mengesampingkan kasus
vang diaJjukan. Disamping itu juga perlu ditekankan pada
kemaslahatan yvang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan
vang bersangkutan.

Menurut asumsi sementara penyusun, setelah membaca
dan memahami dari hasil penelitian pendahuluan, terdapat
beberapa hal yang perlu dipertanyakan dan diteliti khusus-
nya pada pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan yang
dikemukakan oleh pihak pemchon dispensasi kawin, sehingga
perlu diteliti 1lebih lanjut tentang pertimbangan hakim
dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates
dan diteliti pula, adakah indikasi yang menunJjukkan bahwa
perkawinan dibawah usia (16 tahun bagi wanita dan 19 tahun
bagi pria) dengan penetapan dispensasi kawin khususnya di
wilayah wewenang Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulon
Progo, 1lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam
kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya, yaitu

mengarah kepada timbulnya kemadaratan.



Penyusun tertarik untuk membahas dan mengangkat
permasalahan tersebut dalam sebuah karva tulis skripsi

dengan Jjudul "Studi Atas Pertimbangan Hakim dalam Peneta-
pan Dispensasi Kawin di PA Wates Kabupaten Kulon Progo

Tahun 1991-1995".

B. Pokok Masalah
Setelah membaca dan memahami uraian latar belakang
masalah di atas dan untuk membatasi permasalahan yang akan
diteliti agar dapat ditarik suatu kesimpulan vang Jjelas
dan benar dari pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun
rumuskan beberapa pokok masalah. yaitu
1. Alasan-alasan atau latar belakang apakah yang digunakan
pihalk pemohon untuk menyimpang dari ketentuan batasan

usia kawin sehingga mendapatkan penetapan dispensasi

kawin?

2. Pertimbangan-pertimbangan apa sajakah vyang dipakai
Hakim di Pengadilan Agama Wates untuk mengabulkan
suatu permohonan dispensasi kawin?

3. Sejauhmanakah kesesuaian pertimbangan halkim tersebut

dengan konsep maslahah dalam Hukum Islam dan Undang-

undang tentang FPerkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tudjuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan



Untuk mendeskripsikan alasan-alasan yvang dipakai para
pihak calon suami-isteri untuk menyimpang dari keten-
tuan batasan usia kawin guna memperoleh penetapan
dispensasi kawin sehingga dapat melangsungkan perkawi-
nan.
Untuk mendeskripsikan pertimbangan yang digunakan para
hakim di Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan suatu
permohonan dispensasi kawin. |
Untuk mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan hakim
tersebut dengan Hukum Islam dalam tinjauan maslahat al
mursalah dan Undang-undang Perkawinan dalam tinjauan
yuridis.
Kegunaan

Penelitian ini dilakuakan dengan harapan terdapat
kegunaan, yaitu
Studi ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah
keilmuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia teru-
tama berkaitan dengan praktek penetapan dispensasi
kawin di lingkungan Pengadilan Agama.
Studi ini Jjuga diharapkan berguna untuk memberikan
deskripsi tentang alasan-alasan pihak pemohon dan
pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Wates dan kesesuaiannva dengan kemas-
lahatan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan,
sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap penetapan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates khususnya

vang terjadi pada tahun 1991-1995.
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D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkawinan dalam Hukum Islam telah
banyak dilakukan oleh para ulama klasik maupun modern,
zebagal bukti sebagian besar kitab figh baik klasik maupun
modern  telah membahasnva dalam bab munakahadt yang di
dalamnya mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam
ikatan perkawinan. baik pada masa pra-perkawinan maupun
sampai pasca perkawinan sebagal ajang pembentukan keluar-
ga.

Sedangkan sebagaimana kita ketahui. bahwa peraturan
tentang perkawinan di Indonesia telah dituangkan dalam
Tndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1274 ten-
tang Perkawinan beserta peraturan pelengkap seperti Un-
dang-undang RI Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perkawinan Bagi
Pegawai Negeri Jipil. Peraturan Pemerintah Republik Indo-
nezia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Un-
dang-undang RI llomor 1 Tahun 1974 serta Instruksi Presiden
EI Nomor 1 Tahun 1991 tentaneg Kompilasi Hukum Islam.

Beberara hal yang tercantum dalam Perundang-undangan
tersebut di atas, terdapat peraturan  vang digebutkan
éecara terperinci maupun vang disebutkan secara garis
hegsar dalam arti mazih membutuhkan penafsiran.

Salah  satu aturan rinci itu adalah tentang batasan
usia perkawinan baik untuk pria (calon suami) maupun wani-
ta (calon isteri). Undang-undang Perkawinan menyebutkan
bahwa perkawinan hanva diijinkan bila pihak pria telah

mencapal usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
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telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.11) Namun demi-
kian tidak ditemukan peraturan yang dapat menyertaianya
seperti hal-hal yang ada kaitannya antara batasan usia
dengan persiapan perkawinan.

Batasan wusia untuk melakukan perkawinan tersebut,
merupakan patokan vang harus ditaati oleh calon suami
maupun calon isteri secara normatif-yuridis.

Sehingga dapat dimungkinkan pula terjadi penyim-
pangan terhadap ketentuan tersebut dan hal ini telah
ditemukan penvusun dalam data vang diperoleh di Pengadilan
Agama Wates, yaitu dalam salinan Penetapan Dispensasi Ka-
win antara tahun 1991 sampai 1995. Undang-undang Perkawi-
nan telah mengatur tentang penyimpangan tersebut, yaitu
disebutkan bahwa dalam hal penyvimpangan terhadap aturan
batasan usia kawin dapat dimintakan dispensasi (keringa-
nan) kepada Pengadilan atau peJjabat lain vang ditunjuk
oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.lz)

Hukum Islam. berkaitan dengan batasan usia kawin dan
aturan dispensasi kawin hanva menggariskan bebefapa prin-
sip berkaitan dengan batasan usia kawin yang hanya diten-
tukan secara fleksibel non-numeratif, yaitu dalam bentuk
pernyataan balig ataupun mumayyiz. sebagaimana firman

Allah SWT.

11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. FPasal 7 Avat (1).

129 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Pasal 7 Avat (Z2).
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Juga dalam pernvataan kemampuan (istita ah) untuk

melaksanakan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT.

kagmdk)\jyb—Lh__:’K;) db);fi\(tyz_d\k_ﬁlﬂAJAJl)
14) e Al

Rasulullah SAW. juga menambahkan keterangan dalam

sabdanya
5 s 51 K E_L‘,M,Juwufmt
zfl”““‘Ji‘JLffD Zlf“&nLJ¢L:’t?uf4lﬁuL)ﬁ£’ b
15) (-_:fj.*]deaf:y%JladhzlJe

Selain hal tersebut., Hukum Islam tidak memberikan
pernyvataan definitif-numeratif tentang batasan usia kawin
bahkan sebagai syarat dilaksanakannya perkawinan ataupun
sebagai syarat sahnya perkawinan. Meskipun beberapa ulama
figh menjelaskan secara numeratif tentang batasan kedewa-
saan (balig), misalnyva vang terdapat dalam buku Ensiklope-
di Ijmak karya Sa"di Abu Habieb, dialihbahasakan oleh

K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri yang menyata-

13) An-Nisa” (4) : 6.
14) An-NGr (24) : 33.
15) Bukhari. Lahl? BuAhaz}. (Beirut : Dar al-Fikr,

i@Bl M/1401 HyY, VI Hadis Riwayvat Bukhari dan Mus-
im.
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kan, bahwa terdapat kesepakatan Ulama tentang tanda-tanda
kedewasaan, diantaranya telah berusia 19 tahun, berarti ia
telah dewasa (balig) dan telah dapat terkena hukum-hukum
had, faraid dan lain-lain termasuk didalamnya hukum muna-
kahat.

Sebagai kajian terhadap permasalahan yang muncul
dalam praktek di lapangan, dalam hal ini tentang penetapan
dispensasi kawin maka bahan-bahan rujukannya tidak dapat
dipisahkan dari pustaka tentang perkawinan itu sendiri
Juga data-data yang diperoleh di lapangan pada saat pene-
litian dilakukan.

Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya pe-
nyimpangan tersebut, yaitu ditemukannya permohonan dispen-
sasi dengan berbagai macam alasan yang ada kalanya tidak
bertolak dari permasalahan pokok tentang batasan usia
namun karena faktor yang lain, misalnya :

1. Calon isteri yang akan dikawinkan telah terlanjur hamil
di luar nikah.

2. Kedua calon suami-isteri telah terlanjur berhubungan
intim (seksual) baik telah diketahui umum maupun tidak.

3. Hubungan kedua calon suami-isteri sudah cukup akrab dan
telah diketahui oleh masyarakat umum, meskipun belum
melangkah lebih jauh, misalnya sampai hubungan seksual,
maka untuk menjaga dan berhati-hati maka perlu segera

dikawinkan.
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4. Karena, berdasarkan latar belakang tertentu ada
dorongan ataupun paksaan dari orang tua calon suami
isteri supava segera melangsungkan perkawinan.lS)

Untuk itu., Hakim di Pengadilan Agama dituntut untuk
mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin tersebut
secara selektif-yuridis sebelum memberikan penetapan
dispensasi kawin. Tentunva pertimbangan hakim tersebut
tidak terlepas dari aturan perundang-undangan tentang
perkawinan maupun Hukum Islam, juga termasuk pengetahuan
hakim tentang seluk beluk perkawinan.

Dengan demikian., bagi para pihak yang mengaJjukan
permohonan dispensasi kawin diharapkan bisa memperoleh
.suatu penetapan dispensasi kawin setelah melalui pertim-
bangan yang matang dari hakim yang melakukan sidang,
sehingga diharapkan terjamin kemaslahatan dalam kehidupan
rumah tangganya nanti.

Sampai saat ini belum pernah dilakukan kajian ten-
tang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin
ditinjau dari pendekatan filosofis (dengan teori maglahat
al mursalalh ) dan yuridis. khususnya di Pengadilan Agama
Wates Kabupaten Kulon Progo.

Disamping alasan yang diajukan oleh pihak pemohon-
dispensasi kawin, penyusun Jjuga menemukan beberapa data

mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi

16) Hasil wawancara Penyusun dengan Drs. M. Qasim,
Hakim di Pengadilan Agama Wates dalam rangka penelitian
Ee%dahuluan pada tanggal 27 Maret 1997 di Pengadilan Agama

ates.

FCRPUSTANAAN [
TAIN SUNA wAG A
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kawin yang pernah digunakan oleh para hakim di Pengadilan

Agama Wates, vaitu

1. Pada dasarnva Pengadilan Agama (Hakim), dalam hal
dispensasi kawin memiliki prinsip mempermudah perkawi-
nan dan mempersulit perceraian.

Beberapa pertimbangan senantiasa merujuk kepada

[x]

Syari “at Islam termasuk di dalamnya tentang maslahat al
mursalah dan sad zari’ah serta lainnya.

3. Pertimbangan fisik seperti badan (organ tubuh) vyang
menunJjukkan kedewasaan, mental dan kemampuan untuk
menghidupi keluarga (telah berpenghasilan) dan secara
non-fisik., seperti sifat kedewasaan baik aspek psikolo-
gis-emosional maupun psikologis-sosial.

4. Disamping vang telah disebut di atas, Hakim Jjuga
mempertimbangkan secara "moral”. dengan melihat pada
alasan para pihak serta maslahat dan madarat yang
mungkin timbul.l?)

Hakim dalam melakukan sidang penetapan dispensasi
kawin tentu tidak terlepas dari beberapa patokan vyang
digunakan dalam pertimbangan hukum. dan hal ini selain
berpedoman pada aturan yvang terdapat dalam perundang-
undangan maupun pustaka-pustaka tentang hukum lainnya Jjuga
merujuk kepada peraturan dalam Hukum Islam yang terdapat
dalam kitab-kitab Figh, khususnya 13 (tiga belas) kitab

vang dijadikan rujukan di Pengadilan Agama meskipun tanpa

17) Hasil wawancara Penyusun dengan Drs. M. Qasim,
Hakim di PA Wates dalam rangka penelitian pendahuluan di
PA Wates pada tanggal 27 Maret 1997.
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ini. Sedang dalam buku "Memahami Hukum Perkawinan' karya
A. Zuhdi Muhdlor, meskipun dibahas dalam salah satu sub-
Judul tersendiri tentang batasan usia perkawinan, hanya
berisi tidak lebih dari dua halaman.

Buku-buku tentang perkawinan yang cukup banyak
menyediakan pembahasan tentang batasan usia perkawinan,
antara lain ; "Hukum Islam di Indonesia” oleh Drs. Ahmad
Rofig, M.A., juga Prof. Dr. dr. Dadang Hawari dalam ' buku-
nva "Al-Qur an. Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa',
memuat antara lain tentang batasan usia perkawinan dari
berbagai pendapat Jjuga tentang hal-hal yang perlu diper-
siapkan sebelum melakukan perkawinan dan setelah berke-
luarga. Bahasan serupa terdapat dalam tulisan Drs. Helmi
Karim M.A. berjudul "Kedewasaan Untuk Menikah' yang terda-
pat dalam buku '"Problematika Hukum Islam Kontemporer, II".
Studi yang paling banyak membahas tentang batasan usia
kawin serta problematikanya terdapat dalam buku ‘"Ajaran
Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda' yang disu-
sun atas kerJja sama Majelis Ulama Indonesia dengan UNICEF,
di dalamnya dibahas tentang sari’at perkawinan, keluarga
sakinah, penanggulangan konflik keluarga, persiapan per-
kawinan dari segi mental dan material, perkaﬁinan usia
muda termasuk dampak dan permasalahan serta penanggulan-
gannya, Jjuga memuat langkah-langkah preventirf dalam bentuk
penyuluhan perkawinan.

Berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin selain

vang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
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1 Tahun 1874 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak banyak dikupas
dengan Jjelas kecuali tentang penetapan di pengadilan yang
dicantumkan secara definitif terminologis, misalnya buku
I“anum Acara Peradilan Agama' karya Drs. H. Roihan A.
Rasyid, S.H., M.A. Juga buku berjudul "Kedudukan Kewenan-
gan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun
1989)" karya M. Yahya Harahap, S.H.

Pembahasan dalam skripsi ini akan dikaJji Jjuga dari
tinjauan Hukum Islam melalui pendekatan filosofis khusus-
nya dari konsep maslahat al mursalah. Secara umum konsep
ini telah banyak dibahas dalam kitab-kitab ' usul figh
klasik terdahulu maupun buku-buku yang disusun pada dekade
terakhir abad 14 (empat belas) hijriyah. Dalam terbitan
Indonesia yang menarik penyusun untuk ditelusuri adalah
bahasan vang telah dikaitkan dengan realitas sosial masya-
rakat Indonesia, misalnya yang tersurat maupun tersirat
dalam buku berjudul "Filsafat Hukum dalam Islam' karya Dr.
Sobhi Mahmassani. vang dialihbahasakan oleh Ahmad Sujono,
S.H. Juga buku "Filsafat Hukum Islam dan Perubahan sosial
karya Dr. Khalid Mas ud vang diterjemahkan dan disadur
oleh Yudian W. Asmin. M.A. Serta vang lebih mengarah pada
konteks ke-Indinesia-an yvaitu "Ke Arah Figh Indonesia
(Mengenang Jasa FProf. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)' vang
telah diedit pula oleh Yudian W. Asmin M.A. dan diterbit-
kan oleh Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari”“ah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Menurut peneetahuan dan penelusuran penyusun, seJjauh
ini belum ada penelitian tentang alasan para pihak vyang
menvimpang dari ketentuan batasan usia perkawinan dan
pertimbangan hakim dalam ruang lingkup penetapan dispensa-
si kawin ditinjau dari Hukum Islam dengan pendekatan
filosofis dalam kerangka teori maslahdt al mursalah di-
kaitkan dengan kemaslahatan hidup rumah tangga bagi pemo-
hon dispensasi kawin serta ditinjau secara yuridis., khu-
susnva di Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulonprogo.

Kajian 1ini merupakan riszet lapangan vang didukung
studi pustaka terutama data tentang penetapan dispensasi
kawin vang terdapat di PA Wab@a\ baik primer maupun
sekunder. sehingga vang sangat diperlukan dalam membahas
permasalahan vang diajukan adalah data-data tersebut di
atas beserta teori-teori umum yang relevan dengan didukung
oleh pengamatan langsung dilapangan terhadap kondisi
obyvektif kehidupan pihak-pihak keluarga yang telah menda-
pat penetapan dispensasi kawin dari PA Wates pada tahun
1991 - 1985. Sehingga diharapkan akan dapat diambil kesim-
pulan vyang akurat dan benar sesuai dengan permasalahan

vang diajukan.

E. Kerangka Teoritik

Guna membahas pokok permasalahan vang diajukan dan
guna mendapatkan suatu kesimpulan sebagai Jjawaban dari
pokok permasalahan maka perlu dikemukakan suatu kerangka

berpikir yang tertuang dalam suatu kerangka teori.



cetelah mencermati pokok permasalahan yvang dimaksud
dalam skripsi ini. maka perlu penyusun sampaikan disini
tentang teori maslahat al-Mursalah beserta kaidah-kaidah
didalamnya yang berkaitan dengan perkawinan khususnya
berhubungan dengan penetapan dispensasi kawin dan peratu-
ran perundang-undangan yang mengatur hal itu. Serta guna
memecahkan pokok permasalahan, kerangka teoritik disini
akan menggunakan alur pemikiran dengan pendekatan filoso-

fis dan yuridis.

1. Teori Maslahat al-Mursalah
Maslahat al-Mursalah merupakan salah satu bagian
dari dalil-dalil ijtihadi, dalil-dalil yang bukan
berasal dari nas al-Qur an dan Hadis, tetapi Dberasal
dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dan ada
hubungannya dengan asas-asas pokok pensyari’atan agama
Islam vang terdapat di dalam nas al-Qur’an dan

al-Hadis.18)

Oleh Ulama Ushul. maslahat al-mursalah diberi

pengertian sebagai berikut:
__J.LJ(ML) L&JL,A;£Jl§:>'th_MJ| Hrghsrjkfjl4;$iuﬁku

[Q([,_,?thlbn L_MJPIL}JfD{)*“

a3

18) Kamal Muchtar dkk., Ushul Figh, (Jakarta: Dana
Bakti Wakaf, 1995). I: 145.

199 “Abd al-Wahab Khalaf. “Ilmu Usil al-Figh, cet. 12
(Kuwait: Dar al-@alam. 1978), hlm. B4.
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Dengan arti kata lain maslahat al Mursalah adalah suatu
kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara® dan
tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerJja-
kan akan mendatangkan kemaslahatan.29)

Dalam pengertian lain, maslahat al mursalah juga
merupakan metode penetapan hukum yvang kasusnya tidak
diatur secara eksplisit dalam al-qur an dan Hadis serta
hanya menekankan pada aspek maslahat secara
langsung.gl)

Dalam ilmu wusul dikenal tiga macam maslahat,
yaitu maslahat mutabarat. maslahat mulgat dan maslahat
mursalat.<e) Sedangkan berkaitan dengan permasalahan
vang akan dibahas, maka bahasan dalam skripsi ini
termasuk dalam maslahat mursalat, karena permasalahan
dispensasi kawin serta pertimbangan hakim yang menyer-
tainya tidak ditentukan secara eksplisit dalam al-
Qur “an maupun Hadis.

Penggunaan metode maslahat mursalat 1ini oleh
mayoritas ahli usul figh diterima dengan beberapa
syarat, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Imam

Malik, yaitu

20) Kamal Muchtar., Ushul.. hlm. 143.

2) Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam. cet.1
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141.

22) rbid., Istilah vang sering digunakan dalam kaitan
metode ini adalah istislah.
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a. Bersifat reasonable (ma‘“qul) dan relevant (munasib)
dengan kasus hukum yang ditetapkan.

b. Menghilangkan kesulitan (raf‘ul ﬁaraj), dengan cara
menghilangkan masyaggat dan madarrat.

c. Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disy-
ari‘atkan hukum (magasid asy-syari‘ah) dan tidak
bertentangan dengan dalil syara' yang qat‘iy.ZS}

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami
bahwa betapa eratnya hubungan antara metode maslahat
mursalat dengan magasid asy-syari‘at. Ungkapanl Imam
malik, bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan
disyari“atkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghi-
langkan kesulitan jelas memperkuat asumsi ini.

Hubungan erat tersebut juga merupakan indikasi
bahwa magasid asy syari at menjadi kajian menarik dalam
bidang wsul al figh dan akhirnya menjadi kajian utama
dalam filasafat Hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan
bahwa istilah magasid asy syari‘ah identik dengan
istilah Filsafat Hukum Islam. Istilah yang disebut
terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis
tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.24)

Adapun tujuan Allah mensyari*atkan hukumnya
adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus

untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di

23) Ibid., hlm. 142.
24) rpid., hlm. 123.
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akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif,
vang digantungkan pada pemahaman terhadap sumber hukum
vang utama , al-Qur an dan Hadis.25)

Oleh asy-Syatiby vyang membahas magasid asy-
svari‘ah dikaitkan dengan konsep maslahah dalam kitab-
nya “al-Muwafaqgat'”, membagi magasid menjadi daruri
(keharusan), haji (dibutuhkan) dan ta@sini (penghias).
Magasid darﬁri vang disebut sebagai keharusan dan
sebagai penopang utama terhadap kemaslahatan agama dan
akhirat (magélih ad-Din) serta kemaslahatan di dunia
mempunyai lima kategori, yaitu untuk melindungi:; Din
(agama), Nafs (jiwa), Nasl (keturunan), Mal (kekayaan)
dan “Aql (intelek).ZS}

Pada hakekatnya, baik kelompok daruriyat,
ﬁajiyét dan ta@siniyﬁt, dimaksudkan memelihara ataupun
mewujudkan Lkelima pokok seperti yang disebutkan di
atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu
sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (darﬁri)
dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, sedangkan
kelompok kedua (hajiyat) dikatakan sebagai kebutuhan
sekunder dan kelompok ketiga (tabsiniyét) dapat dikata-

kan sebagai kebutuhan komplementer-zT) Demikian halnya

25) Ibid., hlm. 125.

26) Myhammad khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan
Perubahan Sosial, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet.
(Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 230.

27) Fathurrahman Djamil, Filsafat.. hlm. 127.
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pada setiap kategori dari lima kategori yang disebut di
atas. terdapat kepentingan dari segi primer., sekunder
maupun komplementer dengan tetap melihat pada kasus

yvang bersangkutan.

Kaidah dalam penetapan hukum

peraturan dispensasi kawin tidak terdapat atau
tercantum secara sksplisit dalam al-gqur an maupun Hadis
maka guna mencapai kemaslahatan dan menghindari kemada-
ratan dalam perkawinan melalui penetapan dispensasi
kawin ketepatan dalam pertimbangan hukum sehingga
mendapatkan suatu penetapan yvang sesuai dengan kondisi
suatu kasus maka dapat dikemukakan disini tentang
kaidah-kaidah figqhivah yang dapat digunakan dalam
menilai pertimbangan hakim sekaligus sebagai pegangan
dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi

kawin, yaitu sebagai berikut

L e W,

Redaksi kata-kata dalam kaidah ini menunjukkan
bahwa kemadaratan yvang telah terjadi waJjib dihilangkan.
Sehubungan denganpokok permasalahan yang akan dibahas,

bahwa kemadaratan dalam alasan permohonan dispensasi

kawin, misalnya; calon mempelai wanita telah terlanjur

28) -Abd al Wahab Khalaf. “Ilmu.. hlm. 207.
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hamil di luar nikah, maka hal ini harus menjadi pertim-
bangan hakim untuk dapat memberi penetapan dispensasi
kawin kepada calon mempelai tersebut dengan tujuan
menghilangkan kemadaratan yang telah dan akan ditimbul-
kan sebagai akibat dari hamil diluar nikah tersebut.
Berkenaan dengan kaidah tersebut dapat dikemukakan
beberapa kaidah sebagai berikut

Less ¢ S\j))“’“n

29)

Kaidah ini untuk membatasi kaidah :

30) SV TRy O JOR S

Maksudnya bahwa manfaat dan kegunaan yang dihar-
gai adalah yang tidak terdapat kemadaratan yang dila-
rang oleh syara”; yvang bila demikian halnya, kemadara-
tan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan,
berdasarkan telah ada sejak dahulu.31) Kaitannya dalam
pembahasan skripsi ini, pada dasarnya pernikahan itu
disunnahkan. dan pernikahan usia muda (dibawah 19 tahun
bagi pria dan 16 tahun bagil wanita) Jjuga tidak ada
aturan melarangnya. Namun di dalamnya terdapat kemada-
ratan., yaitu misalnya; calon mempelai menikah pada saat
usia muda. masa emosi dan mental yang belum matang,

persiapan psikis dan fisik yang belum matang dan nanti-

29) Kamal Muchtar dkk., Ushul., hlm. 204.
30 1bid. .
3L rbid. .
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nya setelah menikah akan menemul problematika kehidupan
rumah tangga vang melingkupinya, sedang mereka masih
dalam kategori belum mampu untuk hal ini, maka pada
akhirnya akan membawa kedua calon mempelai kepada sikap
emosional (mis: percekcokan suami-isteri) yang dapat
berakhir dengan sebuah perceraian. Dengan sendirinya
akan membewa akibat selanjutnya (pasca perceraian).
Kemadaratan lain yang dapat timbul adalah bagi mempelai
wanita yang pada usia dibawah 16 tahun belum dapat
melakukan aktifitas "reproduksi" (berketurunan), dalam
hal ini bila dipaksakan akan mengakibatkan suatu kega-
galan dalam proses ''reproduksi’” tersebut, yaitu kegaga-
lan kelahiran. Berarti pula tidak melindungi WNasl
sebagai salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan.

. Luguk_ﬁmﬁVL_;£:§CriLr¢J‘kji’i\fsg)f

32)

Pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu
kemadaratan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya
kemadaratan yang ada harus dihilangkan. Tetapi tidak
boleh sampai menimbulkan kemadaratan lain. Namun demi-
kian Jika kemadaratan itu tidak dapat dihilangkan
kecuali dengan menimbulkan kemadaratan lain, maka harus
ditempuh dengan melakukan kemadaratan yang lebih ringan

dari yvang telah terjadi.33)

32) “Abd al Wahab Khalaf, “Ilmu.. hlm. 208.
33) Kamal Muchtar, dkk., Ushul.. hlm. 205.

P
|
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Sebagai contoh, misalnya memberi penetapan
dispensasi kawin kepada calon mempelai vang terlanjur
hamil diluar nikah, meskipun usianya masih sangat muda,
yaitu dibawah 16 tahun dan dipandang belum mampu untuk
menikah. Hal 1ini lebih ringan dibanding dengan bila
tidak diberikan penetapan dispensasi kawin, karena
tanpa dispensasi kawin mereka tidak dapat melangsungkan
pernikahan sesuai peraturan Undang-undang Perkawinan.
Dengan demikian anak yang akan dilahirkan akan menim-
bulkan masalah atau madarat baru yang lebih berat.

Kaidah vyang identik dengan kaidah tersebut di
atas adalah

QNI BN ), s s, sl

34)

Kaidah lain yang dapat mengikuti kaidah tersebut

adalah

35) J\fﬂjb'**-ﬁlf;tggtf‘xh

Maksudnya. apabila kemadaratan yang ringan tetap
dihilangkan dengan kemadaratan yang ringan pula atau
vang sepadan., maka perbuatan tersebut merupakan sia-sia
belaka.

c.

- sl L‘,‘L}&rm_,(\_,;allcr,p

34) rbid.. hlm. 205.
3%) “Abd al Wahab Khalif, “Ilmu.. hlm. 207.
36) Ibid.. hlm. 208.
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Maksudnya. menghindari yang mengandung kerusakan
lebih diutamakan dari sekedar mendatangkan maslahat
atau manfaat, karena prinsip atau tujuan pokok Hukum
Islam adalah mendatangkan kemaslahatan sekaligus meno-
lak kemadaratan.S3'’

Sebagai ilustrasi dalam pembahasan pada skripsi
ini, dapat dicontohkan; Menolak memberi penetapan
dispensasi kawin kepada pemohon atau calon mempelai
vang tidak mengemukakan alasan yang pasti dan Jjelas,
meskipun pernikahan lebih bermanfaat bagi mereka. Namun
demikian sebagaimana teori vang sudah ada dan berdasar

hasil penelitian para ahli bahwa perkawinan usia muda

akan lebih mendatangkan kemadaratan.

3. Pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi kawin

Brikut ini akan dipaparkan tentang hal-hal vyang
berkaitan erat dengan pertimbangan hukum vyang dapat
digunakan oleh hakim sebagai dasar pokok dalam memper-
timbangakan untuk diberikan suatu penetapan dispensasi
kawin atau tidak. Hal-hal berikut ini merupakan ideali-
ta sebuah persiapan menuju perkawinan dalam rangka
membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian

bila hal-hal tersebut diperhatikan dan dipertimbangkan

37) Asjmuni Abdurrahman, Metode Penetapan Hukum
Islam, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 4.
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oleh hakim juga oleh pemohon, maka kemaslahatan hidup

berumah tangga sesuai syari“at Islam dan peraturan

perundang-undangan tentang perkawinan diharapkan akan
tercapai.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya,
bahwa dalam al-Qur an tidak memberi ketentuan secara
definitif tentang batasan usia perkawinan, pun demikian
Juga yang tercantum dalam kitab-kitab figh terdahulu
yang hanya menentukan batasan balig tanpa memberikan
batasan numeratif. Terlebih lagi hal tersebut tidak
dimasukkan dalam bahasan munikahat khususnya dalam hal
syarat perkawinan.

Mengenai ukuran kebaligan seseorang, sebagian
besar ulama mempunyai kesepakatan dengan mendasarkan
pada tanda-tanda yang menunjukkan kebaligan seseorang
tersebut, tanda-tanda tersebut, yaitu
1. I@tilém. maksudnya orang dianggap dewasa bila telah

keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perem-
puan dalam keadaan terjaga atau tidur. Pendapat ini
adalah tanda kebaligan menurut ijma”.

2 ﬁaiq. merupakan kesepakatan ulama bahwa haid-nya
seorang perempuan adalah tanda kebaligan seorang
wanita.

3. Rambut., tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan
adalah tanda kebaligan seseorang. Hal ini sesuai
pendapat Abu Nadlrah dan “Ugbah bin Amir dan telah

menjadi ijma” para ulama.
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4. Umur, ada pendapat bahwa tanda kebaligan seseorang
adalah telah berusia lebih dari 19 tahun. baik laki-
laki maupun perempuan: sedangkan ia waras dan belum
rpernah haid ataupun iﬁti]ém.aa)

Sebagai konsekuensi dari ketentuan kebaligan
seseorang tersebut, Ulama sepakat bahwa orang yang
padanya telah tampak salah satu tanda kebaligan, baik
laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia waras dan
muslim, maka dia sudah bisa terkena hukum-hukum had,
faréig. dan lain-lain. Termasuk di dalamnya hukum
munakahat-ag)

Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat menetap-
kannyva menurut situasi dan kondisi yvang terjadi. Adapun
nilai terpenting berkaitan dengan perkawinan adalah
memberikan kemaslahatan bagi para calon suami-isteri
dan mendukung pembentukan keluarga bahagia dan kekal
serta ketentraman hidup bersama.

Sedangkan secara yuridis formal, di Indonesia
diberlakukan batasan usia perkawinan sebagai syarat
dilangsungkannya perkawinan. vyaitu pihak pria telah

berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16

38) Sa“di bin Habieb, Persefakatan Ulama dalam Hukum
Islam, "Enslikopedi Ijmak'. alih bahasa K.H.A. Sahal
Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri. cet. 1 (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1987), hlm. 44, artikel "Baligh'".

99) Ibid.,
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(enam belas) tahun.49) Dengan pertimbangan untuk menja-
ga kesehatan suami-isteri dan keturunan.31l) Sedangkan
bagi para pihak yang menyimpang dari ketentuan terse-
but. diberikan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat
vang ditunjuk oleh pihak vang bersangkutan.42) Namun
tidak ditentukan tentang alasan-alasan apakah yang
boleh digunakan untuk mendapatkan dispensasi kawin
tersebut. Juga tidak ada aturan khusus bagi hakim
sebagai pelaksana penetapan dispensasi kawin tersebut.
Sehingga hakim dituntut untuk dapat memberi pertimban-
gan dengan Jjaminan akan terdapatnva kemaslahatan hidup
bagi para pihak yang mendapat dispensasi kawin maupun
vang tidak.

Bila dilihat bahwa perkawinan merupakan salah
satu BSyari’at Islam dalam rangka melaksanakan maksud
disyari atkannya agama Islam oleh Allah untuk memeliha-
ra keturunan dan merupakan salah satu usaha untuk
memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci
43)

ketenteraman. maka perlu persiapan-persiapan baik

40) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Ferkawinan. Pasal 7 Ayvat (1).

41) Penjelasan Undang-Undansg Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Avat (1).

42) Undang-Undang KI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Pasal 7 Avat (2).

43) Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah'., dalam

Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed.),
Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Kedua, (Jakar-
ta:PT Pustaka Firdaus., 1996)., hlm.
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fisik maupun non fisik terutama bagi calon suami maupun
isteri.

Khusus berkaitan dengan permasalahan penetapan
dispensasi kawin, dalam hal ini yvang sangat berhubungan
erat adalah para pihak vang menyimpang dari ketentuan
usia kawin dan para hakim vang melaksanakan sidang
penetapan dispensasi kawin, dituntut untuk dapat memp-
ertimbangkan secara matang sebelum didapat atau dtetap-
kannya dispensasi kawin.

Alasan atau pertimbangan tersebut dapat merujuk
kepada ketentuan umum dari Syari’at Islam atau keten-
tuan vang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
vang berlaku. Bila perlu penafsiran lain, maka peran
penegak hukum atau keadilan dalam arti demi kemaslaha-
tan sangat diperlukan untuk menjelaskan tentang maksud
dari aturan-aturan yang berlaku.

Islam telah disyari“atkan dengan maksud untuk
memelihara dan melindungi lima hal, yaitu : Agama,
Jjiwa, akal, keturunan serta harta benda, daﬁ kehorma-
tan. Ke-lima hal tersebut saling berkaitan erat. Demi-
kian Juga dalam perkawinan. ke-lima hal tersebut akan
senantiasa dijaga dan dipelihara, berkaitan dengan
persiapan perkawinan dan guna pertimbangan dalam dis-
pensasi kawin perlu disampaikan di sini tentang hal-hal
vang perlu diperhatikan, khususnva tentang pemeliharaan

keturunan dan harta benda serta kehormatan.
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Sebagaimana disebutkan di muka dalam pendahu-
luan. bahwa persiapan sebelum pernikahan itﬁ meliputi
kesiapan mental dan kesiapan jasmani. Kesiapan mental
dan jasmani ini juga penting artinya agar suami-isteri
pada saat memasuki hidup berumah tangga nantinya dapat
memiliki kesanggupan yang cukup dalam memenuhi apa yang
menjadi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.44)

Salah satu jalan untuk mendekati proses pen-
capaian kebahagiaan hidup berkeluarga itu, adalah
dengan mengusahakan adanya kesiapan mental. yang antara
lain meliputi
1. Kesamaan pandangan hidup dan agama,45) hal ini untuk

menjalankan Sari’at Islam dalam menJjaga agama,

firman Allah SWT.

L), S orpSals ot
P%ﬁlﬁf&i»\u@ﬁ \¥ \)5

Tingkat rendidikan, merupakan pendekatan untuk

46)

\N]

mengenal latar belakang budaya, pandangan hidup dan
agama dari kedua calon mempelai.47] Pertimbangan ini

penting karena orang yang terpelajar dan terdidik

hlm.

ji) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, Ajaran.,

4%) Ibid.. hlm. 41.
4Eilﬁl—5ujur5t (49) : 13. Lihat juga dalam Al-Bagarah

47) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF. Ajaran., hlm.
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tentu lebih baik sikap dan mentalnya, kedewasaan

berpikir dan bertindak. Allah SWT. berfirman

LQT)iDQ)l’Eg' i;;;L<lgj.x:—kdmh}_ﬁﬂ\lJ\\,anggtjﬁl

Ny o sl orillssie Jads 4, A
48) jﬂLﬁ) e L)(H_,J\VWEQ3K>.L,JL44

3. Membiasakan perilaku yang baik.49) maksudnya seorang
calon suami maupun isteri harus dapat bersikap lebih
dewasa, tidak kekanak-kanakan lagi, karena bila
telah berkeluarga akan mempunyai tanggung Jawab
sebagai suami-isteri dan orang tua bila telah mem-
punyai anak.

Di samping kesiapan mental. perlu juga dilengka-
pi dengan kesiapan jasmani vang meliputi

1. Kesehatan dJasmani. hal ini merupakan kesiapan
fisik/biologik, maksudnya kesiapan fisik yang akan
mendukung dalam tugas dan kewajiban lahir batin
antara suami-isteri, termasuk juga dalam hal repro-
duksi atau melanjutkan keturunan,°Y) Dengan fisik
vang baik maka tugas dan kewajiban suami-isteri akan
terjamin serta nantinya akan dapat melahirkan ketu-

runan yang baik pula.

48) Az-Zumar (39) : 9.

49) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF., Ajaran.. hlm.
44 .

50) 1bid.. hlm. 45.
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Berkaitan dengan kesehatan jasmani ini, maka usia
ideal untuk melangsungkan perkawinan menurut keseha-
tan dan program KB adalah 20 - 25 tahun bagi wanita

dan 25 - 30 tahun bagi pria.Sl)

rd

Penghasilan yang memadai, suatu kehidupan rumah
tangga tidak terlepas dari kebutuhan hidup sehari-
hari. Baik kebutuhan pangan. sandang dan papan
maupun kebutuhan sekunder dan tertier lainnya.
Sehingga sebelum memasuki kehidupan berumah tangga
perlu dipersiapkan tentang pengadaan kebutuhan
tersebut sampai akhir hayat, yaitu dengan' mempunyai
penghasilan vyang cukup dan tetap.52) Allah SWT.

berfirman

Lrin day Y 1 LD e B4 Al
Q&f’d‘krij;~m___,;¥j§\JQQZ{QuJuij

53)
3. Penyediaan tempat tinggal, hal ini sering diremehkan
oleh kebanyvakan calon suami-isteri, ada yang berpen-
dapat bahwa untuk sementara dapat menumpang kepada

orang tua atau mertua. namun bila hal ini tidak

segera diselesaikan. nukan tidak mungkin Jjusteru

51) Dadang Hawari. Al-Qur  an., hlm. 211. Lihat Jjuga
pada Penjelasan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Pasal 7 Ayat (1).

A6 52) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, Ajaran., hlm.

53) Had (11) : 6.
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akan menambah persoalan di samping perséalan vang
sangat dimungkinkan muncul dalam suatu kehidupan
berumah tangga. Sedang menyiapkan tempat tinggal
khusus, menunjukkan Kkesiapan dari calon suami
isteri.54}

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum
menuju kehidupan rumah tangga tersebut di atas seyogya-
nya dipenuhi oleh calon suami-isteri, disamping itu
Juga dapat dipahami bahwa dengan memenuhi hal - hal
tersebut maka tujuan Syari at Islam untuk melindungi
Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta, serta kehorma-
tan akan tercapai.

Sebaliknya, bila persiapan-persiapan tersebut
belum terpenuhi dan pasangan-pasangan yang menyimpang
dari ketentuan batasan usia kawin akan melangsungkan
perkawinan, tanpa ada alasan yang kuat, Jjelas dan
merupakan hal darurat, maka hal ini bertolak belakang
dengan kaidah;

PIGIPS 101 S oxba aw (s

55)

Maksudnya, diusahakan menghindari hal-hal vyang
membawa kerusakan terlebih dahulu dari sesuatu tindakan
vang mendatangkan kemaslahatan, dalam hal ini perkawi-

nan yang dilakukan oleh calon mempelai vang berusia

47 .

54) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, Ajaran.. hlm.

55) Asjmuni Abdurrahman, Metode., hlm. 4.
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dibawah umur atau batasan usia kawin telah dibuktikan
akan banyak menimbulkan kemadaratan dikemudian hari,
meskipun dapat diharapkan adanya kemaslahatan bila
perkawinan tetap dilangsungkan.

Dengan salah satu contoh kaidah tersebut dan
beberapa kaidah yang telah dikemukakan terdahulu,
diharapkan hendaknya hakim vang mempertimbangkan dan
menetapkan dispensasi kawin dapat lebih menitikberatkan
pada kemaslahatan vang akan dicapai oleh pasangan yang
akan menikah dengan menghindari kemadaratan yang dapat
timbul bila perkawinan tetap dilangsungkan.

Untuk itu. para pihak vang mengajukan permohonan
dispensasi kawin dapat memberikan alasan-alasan vang
jJelas dan logis sehingga akan menjamin terwujudnya
kehidupan rumah tanggga yvang bahagia dan kekal, begitu
pula hakim dapat mempertimbangkan secara Jjelas dan
logis pula terhadap pihak vang menyimpang dari keten-
tuan batasan usia kawin yang memohon dispensasi kawin.
Tentunya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah
tercantum dalam tuntunan Syari“at Islam maupun peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Semua akan bermua-
ra Kkepada kemaslahatan hidup berumah tangga dan meng-
hindarkan dari kemadaratan yang mungkin timbul, khusus-
nya bagi mereka vang mendapat penetapan dispensasi
kawin.

Dengan kerangka teoretik sebagaimana yang telah

dipaparkan, penyvusun akan membahas dan meneliti permasala-



38

han vang muncul dalam praktek penetapan dicpensasi kawin
di Pengadilan Agama Wates. Kabupaten Kulonprogo khusus
alasan-alasan pihak pemohon dan pertimbangan hakim dalam

sidang penetapan dispensasi kawin.

F. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah Diskriptif-
Analitik, vaitu sifat penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian
diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil
suatu kesimpulan.2®’ Dalam hal ini data diambil dari
penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates,
khususnya pada alasan para pihak dan pertimbangan hakim

vang digunakan serta data dari pengamatan langsung di

lapangan.

L

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan
(field research), karena obyek penelitian terdapat di
lapangan yaitu dalam data penetapan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Wates dan pada kehidupan pihak pemohon
dispensazsi kawin vyang telah melaksanakan perkawinan
setelah mendapat penetapan dispensasi kawin pada bata-

san waktu tahun 1291-1995.

56) wWinarno Surakhmad. Pengantar Penelitian Ilmiah
(dasar metodik teknik), (Bandung:Tarsito, 1990), hlm. 139.
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Tipe Penelitian

Tipe vyang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kasus, yaitu bertujuan untuk mempelaJjari secara menda-
lam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau
masyarakat tertentu tentanglatar belakang, kondisi,
faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di

97) Hal ini dapat diartikan pula sebagai tipe

dalamnya.
penelitian yang mengumpulkan data secara menyeluruh dan
terintegrasikan vyang berasal dari gejala-gejala vyang
diteliti untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang
sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti.o8)
Dalam penelitian ini gejala yang diteliti difokuskan
pada alasan pemohon dan pertimbangan hakim dalam dis-
pensasi kawin termasuk faktor—fgktor yvang melatar-
belakanginya.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan merupakan titik berat teknik yang akan
digunakan dalam penelitian. khusus dalam penelitian ini
akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu
a. Pendekatan filosofis, dalam penelitian ini akan
dilakukan penelusuran terhadap data yang terkumpul
guna mengetahui latar belakang alasan yang digunakan

oleh pemohon dispensasi kawin dan pertimbangan hukum

oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

cet.

cet.

57) Bambang Sunggono., Metodologi Penelitian Hukum,
1, (Jakarta: Rada Grafindo Persada, 1997), hlm.

58) Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum,
1, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 16-17.



40

Kemudian akan menilai pertimbangan hukum tersebut
dengan menggunakan  kaidah-kaidah fighiyvah vang
termasuk dalam ruang lingkup teori maslahat al
mursalat dan terdapat kaitan erat dengan pokok
masalah yvang telah dirumuskan.

Pendekatan Yuridis, pendekatan ini digunakan untuk
menguji dan menilail secara yuridis atau kesesuaian
alasan pemohon dan pertimbangan hukum oleh hakim
dalam penetapan digpensasi kawin dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku, karena ketentuan
vang tersirat dalam pokok permasalahan terdapat pula
dalam ruang lingkup yvuridis (Undang-undang tentang

Perkawinan).

5. Teknik Pengumpulan Data

a.

Wawancara (interview),yaitu cara memperoleh data
atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak
vang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini,
dalam hal ini adalah para hakim yang melakukan
sidang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Wates dan pihak-pihak pemohon yang telah
mendapatkan penetapan dispensasi kawin.

Dokumentasi, yvaitu mengumpulkan data dan ' menelusuri
data-data vang diperlukan dalam pembahasan peneli-
tian ini, data-data tersebut didapat dari naskah
salinan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Wates pada tahun 1991-1995 dan data primer

maupun sekunder yang didapat di lapangan.
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Analisis Data

Pembahasan penelitian ini tentu berdasarkan pada data

vang diperoleh di lapangan, untuk itu dilakukan anali-

sis data. Teknik analisis data vang dipakai dalam

penlitian ini adalah

a. Induktif. wvyaitu metode penarikan kesimpulan yang
berawal dari fakta-fakta yvang khusus, kemudian dari
fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi

59) Adapun fakta-fakta

vang mempunyai sifat umum.
vang dimaksud dalam skripsi ini, berupa alasan-

alasan yang dikemukakan pemohon dispensasi kawin,

pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan dis-

pensasi kawin di PA Wates dan kondisi obyektif

kehidupan rymah tangga pasangan yang menikah setelah

mendapat penetapan dispensasi kawin.Dari fakta-fakta

tersebut akan ditarik generalisasi berupa kesimpulan

tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam peneta-

pan dispensasi kawin.

b. Deduktif. vyaitu metode penarikan kesimpulan vang
berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan
bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu hendak

59)  palam hal ini

menilai suatu kejadian khusus.

adalah penilaian terhadap kasus pertimbangan hakim

59) Sutrisno Hadi., Metodologi Research (Yogyakarta

Yavasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajaﬁ
Mada, 1990), I.. hlm. 42.

99) rbid. .,



42

dalam penetapan dispensasi kawin di PA Wates dengan
menggunalkan pengetahuan  tentang dispensasi  kawin
vang telah ada dan kaitannya dengan perkawinan usia
muda serta metode penetapan hukum dehgan teori
maslahat al mursalah yang berkaitan dengan hal

tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap
rPermasalahan vang diangkalt, maka pembahasannya disusun
secara sistematiz sezuai tata urutan pembahasan dari
rermasalahan yang muncul. Seluruh bahasan dalam skripsi
ini terdiri dari 5 (lima) hab. pada setiap bab terdiri
dari beberapa suh bahasan. Adapun rincian pembahasan
sebagai berikut :

Bab Pertama berisi Pendahuluan vang terdiri dari
latar belakang masalah. pokok masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian. telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. berisi tentang tinjauan umum dispensasi
kawin vang terdiri dari pengertian dispensasi kawin,
dispensasi kawin dalam Perkawinan dal sub bahasan ini
ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-
undangan., dispensasi kawin dan perkawinan usia muda terma-
suk dampak vang ditimbulkannva.

Bab Ketiga berisi tentang dispensasi kawin di Pen-

gadilan Agama Wates Kabupaten Kulonprogo, vyang meliputi
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tugas dan wewenang hakim PA Wates dalam dispensasi kawin,
juga data berupa alasan-alasan dari pihak-pihak pemohon
dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam penetapan
dispensasi kawin dan akan dipaparkan tentang kondisi
obyektif kehidupan pasangan vang kawin setelah mendapatkan
penetapan dispensasi kawin.

Bab Keempat merupakan analisa dari data yang telah
didapat, vaitu berisi tentang analisis magla@at al-mursa-
lah terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi
kawin. analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam
penetapan dispenzasi kawin.

Bab Kelima merupakan penutup dari seluruh pembahasan
dalm skripsi ini. di dalamnyva terdiri dari kesimpulan,

saran-saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan

sebagai bherikut

;

Alasan-alasan atau latar belakang yang diajukan pihak
pemohon kepada Pengadilan Agama Wates untuk menyimpang
dari ketentuan batasan usia kawin. sehingga mendapatkan
dispensasi kawin, adalah bahwa kedua calon mempelai
telah terJjalin hubungan yang erat dan akrab sehingga
dikhawatirkan bila tidak segera dikawinkan, mereka akan
dapat terjerumus ke dalam perbuatan melanggar Syari at
Islam ataupun hukum lain yang berlaku; atau bahkan
karena mereka terlanjur berhubungan layaknya suami
isteri sehingga hamil di luar nikah. disamping itu,
juga dikarenakan adanya kehendak dari orang tua calon
mempelai untuk mengawinkan mereka dengan maksud mereka
dapat membantu meringankan beban orang tua.

Permohonan dispensasi kawin vang diajukan kepada
Pengadilan Agama Wates., seluruhnya diterima dan dika-
bulkan dengan diberikan penetapan dispensasi kawin bagi
calon mempelai (pemohon). Adapun pertimbangan hukum
yvang digunakan oleh Hakim di PA Wates sehingga menga-
bulkan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah;
bahwa Hakim di PA Wates mempertimbangkan dari segi

kemaslahatan yang diharapkan dapat dicapai oleh kedua

122
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calon menpelai dengan dilangsungkannya perkawinan
mereks; dan menghindarkan kedua calon mempelal dari
perbuatan melanggar Syarl’ at Islam. Pertimbangan ini
didasarkan pada metode penetapan hukum dengan teori
maslahat al mursalah dan sad agmgarf‘ah. Disamping itu
hakim Jjugs mempertimbangkan secara ”ﬁoral“ dalam arti

Hakim berprinsip memudahkan dilangsungkannya perlkawinan

dan mempersulit terjadinys perceralan.

a. Berdasarkan hasil hasil pembahasan sebelumnya, wmaka
dapat diketahui dan disimpulkan bahwa hakim telah
bernsaha mengarahkan calon mempelal kepada kemaslo-
hatan perkawinan meskipun pado data saulinan peneba-
pan menunjukkan terdapalt beberapa pertimnbangan yang
belum sesuai  dengan konsep wmaslahat al mursalah
dslam Huokum Jslam. Pada dosornya pertimbangan  hokim
vang sesual dengan konscp mﬂgiapai al mursalsh
adslah yang terdapat indilasi davural dolan kasug
penctapan yang berzangkutalr. Adapun  beberaps  hzal
vang - dapat o omengurangil Kescompnrnsai kenesualan per-
timbangan hakim dengsn fakbo di lapangoan, hal  inid
berada di  luar kewenangan  hakinm, karena hal-hal
tersebut tidak terdapat dslam posita atau  pemohun
tidak mengungkapkannyu dalem  alasan-alasan yang
disgukaon.

b. Menurut bLtinjsusn yuridis, hakim telah mengaplilasi-
kan pasal dan aturan hukum dari peraturan perundang-

undangan tentang perkawinan, khususaya dalam memper -
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timbangkan untuk dikabulkannya suatu permohonan
dispensasi kawin dengan diberikannya suatu penetapan
dispensasi kawin.

Saran-saran

Bagi Instansi Pengadilan Agama

Dalam rangka untuk mendapatkan data tertulis secara

lengkap dan mudah bagi para peneliti (survey), maka

perlu diberikan kemudahan khususnya penggandaan data

yang dibutuhkan serta perlu diadakan klasifikasi dalam

dokumentasi terhadap perkara yang ada‘berdasarkan jenis

perkara. Dengan demikian akan sangat membantu bagi para

pihak vang membutuhkan data secara lengkap dan mudah

tanpa harus membuka dokumen salinan putﬁsan atau pene-

tapan yang cukup banyak.

Bagi Para Hakim

a. Karena putusan atau penetapan yang dikeluarkan dapat
dikatakan sebagai hasil olah pikir (ijtihad) para
hakim dan akan membushkan hukum yvang memiliki kepas-
tian hukum baik dari segi hukum formal (peraturan
perundang-undangan) vang berlaku maupun segi Hukum
Islam pada khususnya, maka perlu dicantumkan dalam
penetapan ataupun putusan tentang dalil-dalil baik
dari al-Qur’ 'an, Sunnah Rasul maupun Kaidah-kaidah
Hukum Islam yang relevan secara lengkap. Demikian
juga tentang pasal-pasal yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

pokok perkara.
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Perlu diadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat,
khususnya tentang hukum perkawinan termasuk permasa-
lahan perkawinan usia muda kaitannya dengan aturan
dispensasi kawin. Hal ini dapat dimasukkan sebagai

program kerja Pengadilan Agama Wates.

3. Bagi Masyarakat

a.

Masyarakat hendaknya bernsaha agar lebih mengetahui
tentang hukum-hukum agama (Islam) dan peraturan
perundang-undangan terutama yang terdapat kaitan
erat dengan problematika sosial kemasyarakatan yang
sering muncul. Dengan demikian diharapkan masyarakat
akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik
dan benar. Bila harus dihadapkan dalam sidang di
Pengadilan, masyarakat dapat bertindak dengan benar
dan tepat sesuai digariskan oleh hukum agama (Islam)
dan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami maksud
dari diberlakukannya peraturan batasan usia kawin
dan dispensasi kawin yang tercantum dalam UU RI
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan 7 serta Inpres RI
Momor 1 Tahun 1931 tentang Kompilasi Hukum Islam
Pasgal 15. Disamping itu juga perlu ditaati karena
perkawinan di bawah umur (19 tahun bagi pria dan 16
tahun bagi wanita) lebih mengarah kepada timbulnya

kemadaratan.
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